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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perbankan Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah  

Menuru teori Ismail,
18

 Bank syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam dan dalam menjalankan kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. 

Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan kepada 

nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 

nasabah dengan pihak bank. Bank syariah adalah bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur’an dan 

Hadits
.19

 

Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara ban dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), 
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Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32. 
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Karnaen Poerwaatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio,Apa Bagaimana Bank Islam, 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1. 
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atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
20

 

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 jenis bank syariah terdiri 

atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah 

bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor 

pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegaiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

pembantu syariah atau unit syariah.
21

 Dari beberapa teori diatas dapat 

disimpulkan bahwa, perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan 
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Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

hal. 61. 
21

Yudiana,Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 

2. 
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kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam dan dalam menjalankan kegiatannya tidak 

membebankan bunga kepada nasabah sehingga tujuannya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

a. Al-Qur’an 

Bank Syariah yang dalam menjalankan operasionalnya 

berdasarkan Al-Quran sebagai dasar hukumnya, landasan hukum islam 

tentang bank syariah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275, Q.S Ali Imran 

ayat 130, dan Q.S Ar-Ruum ayat 39. 

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275 

                  

                           

                          

                         

              

Artinya:  

“Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 
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itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

(Q.S Al-Baqarah ayat 275).
22

 

2) Q.S Ali Imran ayat 13 

                        

                        

                  

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

Ribadengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imran ayat 13)
23

 

3) Q.S Ar-Ruum ayat 39 

                           

                          

Artinya:  

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia 

bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat 

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)”.(Q.S Ar-Ruum ayat 39)
24

 

 

Dalam ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba dalam bermuamalah, dimana 

menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dalam 

sebuah transaksi maka dari itu riba diharamkan dalam islam. Untuk 

menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga, islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip bermuamalah islam. Bank syariah 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Kafi Mushaf Al-Qur‟an, (Bandung: CV 

Dipenogoro, 2006), hal. 47. 
23

Ibid., hal. 66. 
24
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lahir sebagai salah satu alternatif sebagai bank yang pengoprasianya 

menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan bank 

konvensional yang menggunakan sistem bunga. 

b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan 

perbankan syariah adalah sebagai berikut:  

1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pembagian 

tentang penjelasan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

dinyatakan bahwa peranan bank bank dalam menyelenggarakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk 

menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu 

pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang 

menyelenggarakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah, 

termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk 

membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah. 

2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi 

payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. 

Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat 

masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada 
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Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI) 

melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada 

masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).
25

 

3. Ciri-ciri Bank Syariah  

Bank syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku 

(tidak rigit) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar 

menawar dalam batas wajar. 

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada 

sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 

c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed 

return) yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang 

mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah 

Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya. 

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposit atau tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebaga titipan (wadiah) sedangkan bagi bank 

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana 

pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasisesuai dengan 

prinsip syariah islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan 
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Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
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imbalan yang pasti (fixed return). Jika proyek yangdibiayai bank 

untung maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan.  

e. Bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari 

mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan 

dolar yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. 

f. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” 

sehingga hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang 

menerapkan sistem bunga. 

g. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi 

operasional bank dari sudut syariah. 

h. Produk-produk bank islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang 

berasal dari istilah arab, misalnya: al-murabahah, al-ba‟iu bitsaman 

ajil, al-ijarah, al-ba‟iu tahjiri, al-qardhul hasan, dan lain-lain. 

i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat didalam bank konvensional, 

yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah 

tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. 

j. Fungsi kelembagaan bank islam selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal atau pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi 

amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab 

ataskeamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila 

dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.
26
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4. Prinsip Perbankan Syariah 

Prinsip yang diterapkan Bank Syariah dalam kegiatan 

operasionalnya, yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan 

pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank 

dan Nasabah. 

b. Prinsip Kemitraan 

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah 

pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat 

dengan mitra usaha. 

c. Prinsip Keterbukaan 

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, 

nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas 

manajemen Bank. 

d. Universal 

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, 

agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip 

Islam sebagai rahmatan lil”aamin.
27

 

5. Fungsi Bank Syariah 

Menurut teori Wiroso dalam bukunya,
28

 fungsi bank syariah dapat 

dibagi ke dalam empat fungsi utama Bank Syariah yaitu: 
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MEDIA, 2013), hal. 65. 
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1. Fungsi Manajer Investasi 

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana 

(shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, 

karena besar- kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik 

dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) 

oleh bank syariah dalam mengelola dana. 

2. Fungsi Investor 

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau 

prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai 

pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam 

menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor sektor 

produktif dan memiliki resiko yang minim. 

3. Fungsi Jasa Perbankan 

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa 

perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan 

lainya yang tidak melanggar prinsip syariah.  
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Wiroso,Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syari‟ah,(Jakarta: Grasindo 2009), 

hal. 82-87. 



28 
 

4. Fungsi Sosial 

Konsep Perbankan Syariah juga mengharuskan bank-bank syariah 

untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan 

pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang 

membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, dalam Bank 

Syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainya 

dan merupakan identitas khas Bank Syariah. Bahkan dalam Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah 

(KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan 

keuangan bank syaria adalah komponen laporan keuangan yang 

mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan. 

6. Tujuan Bank Syariah 

Menurut teori Sumitro dalam bukunya,
29

 tujuan Bank Syariah dibagi 

menjadi 6 yaitu: 

a. Mengarah kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, 

khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar 

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau 

perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana 

jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah 

menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Islam.  
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Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
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b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana.  

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, 

yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju 

tercapainya kemandirian berusaha (berwirausaha). 

d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, 

yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara 

yang sedang berkembang. 

e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintahan. 

Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu 

menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan 

persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya bank 

dan menggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari 

pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-

Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah 

kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran 

agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan 

perekonomiannya. 
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B. Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

1. Pengertian Ukuran Perusahaan  

Menurut teori Bambang Riyanto dalam bukunya,
30

 ukuran 

perusahaan (Firm Size) merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukan pada total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-

rata penjualan. Menurut Bringham dan Houston,
31

 ukuran perusahaan 

adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun mendatang. Ukuran perusahaan merupakan 

karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan stuktur 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan nilai total aset 

perusahaan, sehingga perusahaan yang ukurannya besar pasti memerlukan 

total aset (sumber daya) yang banyak untuk menjalankan kegiatan 

usahanya.
32

 

Menurut teori Agnes Sawir dalam bukunya,
33

 ukuran perusahaan 

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap 

studi untuk alasan yang berbeda yaitu: Pertama, ukuran perusahaan dapat 

menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar 

modal. Perusahaan kecil umunya kekurangan akses ke pasar modal yang 

terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Jika penerbitan sekuritas 
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32
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33
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(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 101-102. 
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dapat dilakukan, maka sekuritas perusahaan kecil dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

mendapatkan return lebih tinggi secara signifikan. 

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar 

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya memilih pendanaan 

dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran special yang lebih 

menguntungkan dibandingkan yang penawaran perusahaan kecil. Ketiga, 

ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh banyak laba. Pada 

akhirnya,ukuran perusahaan mempunyai karakteristik lain yang 

mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti 

perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan 

rencana keuangan, dan tidak mengembangkan system akuntansi mereka 

menjadi suatu sistem manajemen. 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total 

asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Apabila 

semakin besar total aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu: 

a. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki 

penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 
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b. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan 

bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar. 

c. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan 

memiliki hasil penjualan minimal 1 Milyar per tahun.
34

 

2. Indikator Ukuran Perusahaan 

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 

tahun 2007,
35

 yang dimaksud dengan total aset adalah segala manfaat 

ekonomi yang menggandung potensi dalam suatu yang produktif dan 

merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Dapat juga 

berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk 

kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya 

akibat proses produksi alternatif. MenurutWeygandt,
36

 total aset adalah 

sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik umum 

yang dimilikinya yaitu untuk memberikan jasa atau manfaat dimasa yang 

akan datang. 

Menurut teori Jogiyanto dalam bukunya,
37

 menjelaskan bahwa 

ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran 

                                                           
34

Fitria Ingga Saemargani, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 

Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Ukuran KAP, dan Opini Auditor terhadap 

Audit Delay,Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal. 15. 
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aktiva tersebut diukur dari total aktiva. Nilai total asset biasanya bernilai 

sangat besar dibandingkan dengan variable keuangan lainya, untuk itu 

variable asset diperhalus menjadi Log Asset atau Ln Total Asset. Berikut 

ini rumus yang digunakan untuk menentukan firm size (ukuran 

perusahaan) yaitu: 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Asset) 

C. Good Corporate Governance (GCG) 

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Hery,
38

 dalam sebuah forum Corporate Governance di 

Indonesia Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan etika usaha 

yang berlaku, hak-hak dan kewajiban mereka serta untuk mengatur atau 

mengelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Menurut teori Sutedi,
39

 Good Corporate Governance diartikan 

sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan organ perusahaan 

(Pemegang Saham atau Pemilik Modal, karyawan, Komisaris atau Dewan 

Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 
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Hal ini digunakan untuk mengatur kewenangan Direktur, komisaris, 

pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan 

perusahaan di lingkungan perusahaan. 

Menurut teori Siamat,
40

 kinerja keuangan adalah suatu aspek penting 

dalam pencapaian Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan 

Indonesia. Adanya transparasi diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Dalam menjalankan 

bisnis harus memperhatikan tata kelola perusahaan (Good Corporate 

Governance) guna menghindari konflik yang terjadi dalam operasional 

perusahaan dan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Menurut teori Nur Sayidah,
41

 perusahaan yang menerapkan praktek GCG 

mampu meminimalkan risiko yang dapat menguntungkan diri sendiri, 

sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

mampu memaksimalkan nilai perusahaan.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance merupakan suatu permasalahan mengenai proses pengelolaan 

perusahaan yang secara konseptual, bertujuan untuk mengatur dan 

mengendalikan perusahaan, sehingga menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua stakeholder.  
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2. Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut teori Adrian Sutedi,
42

 secara teoritis dalam  melaksanakan 

prinsip Good Corporate Governance ada beberapa manfaat yang bisa 

diambil antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang baik. 

b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang 

pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 

c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan stakeholders. 

3. Prinsip Good Corporate Governance 

Menurut teori Rustam,
43

 Good Corporate Governance (GCG) adalah 

suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip:  

a. Keterbukaan (transparancy).  

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-

117/MMBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 
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Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi 

kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas 

perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat 

memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 

perusahaan.
44

 

Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis Syariah menjalankan 

bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis Syariah harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan 

oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk 

pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Syariah. 

Berdasarkan prinsip Syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah 

(2:282) “...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling 

bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang 

siapa yang melakukan ghisy (menyembunyikan informasi yang 

diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua 

transaksi harus dilakukan secara transparan.  

Tranparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah 

diaksesoleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka: 

1) Pelaku bisnis Syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 
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2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas 

pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi 

keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, 

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan 

pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting 

yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis Syariah. 

3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis Syariah tidak 

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan 

organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan 

hak-hak pribadi. 

4) Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.
45

 

b. Akuntabilitas (accountability). 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi dan 

pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya 

berjalan secara efekif. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat 

diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan 

menyadari tanggung jawab,wewenang, hak, dan kewajiban mereka 

masing-masing. Good Corporate governance harus menjamin 

perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham 
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minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran 

direksi.
46

 

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis Syariah 

sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya 

“Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan 

kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalanya diantara 

kalian”. dan dalam ayat 36 yang artinya “...dan janganlah kamu 

berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai 

pertanggungjawaban”. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka: 

1) Pelaku bisnis Syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung 

jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan 

selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis Syariah. 

2) Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua elemen 

organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai 

dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan 

GGBS. 

3) Pelaku bisnis Syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian 

yang efektif dalam pengelolaan organisasi. 
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4) Pelaku bisnis Syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua 

jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang 

digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and 

punishment system). 

5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen 

organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis 

Syariah dan pedoman prilaku (code of conduct) yang telah 

disepakati. 

6) Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan 

mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan 

tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.
47

 

c. Pertanggung jawaban (responsibility). 

Tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas 

untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada 

shareholder dan stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang 

hendak dicapai dalam good corporate governance dapat direalisasikan, 

yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang 

berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi 

bisnis, dan sebagainya.
48

 Dalam hubungan dengan asas responsibilitas, 

pelaku bisnis Syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan 
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ketentuan bisnis Syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan.  

Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis Syariah 

dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (good corporate 

citizen). Oleh karena itu, maka: 

1) Pelaku bisnis Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis Syariah dan 

perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis 

Syariah (by-laws). 

2) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat 

termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban 

yang yang disepakati oleh para pihak. 

3) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial 

antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian 

lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat 

perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung 

jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, 

infak dan sadaqah.
49

 

d. Profesional (professional). Memiliki kompetensi mampu serta memiliki 

komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. 
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e. Kewajaran (fairness) dan kesetaraan. 

Prinsip kewajaran atau keadilan ini merupakan keadilan dan 

kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Prinsip fairness ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan 

tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan 

terkait. 

Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara 

(adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham 

minoritas maupun asing. Prinsip inidiwujudkan antara lain dengan 

membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan para 

pemegang saham minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan 

(corporate conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi 

korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam, self-dealing, dan 

konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan 

komisaris, direksi, komite, termasuk system remunerasi; menyajikan 

informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun.
50

 

Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil 

yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, 

baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, 

pelaku bisnis Syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan 
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semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan. Oleh karena itu, maka: 

1) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan pada 

pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka 

akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkup kedudukan masing-masing. 

2) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan 

wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan. 

3) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan yang sama 

dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik. 

4) Pelaku bisnis Syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam 

pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak 

mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan 

para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan 

lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya. Dengan adanya 

penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai 

tambah bagi perbankan Syariah dalam mengembangkan usahanya di 

masa mendatang.
51
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Menurut teori Mahmud dan Rukmana dalam bukunya,
52

 ada 

beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG atau tata 

kelola perbankan syariah, yaitu meliputi:  

a) Shiddiq 

Nilai ini memastikan bahwa pengeolaan bank syariah dilakukan 

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini 

mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan 

enggan mengedepankan cara-cara yang meragukan terlebih lagi yang 

bersifat dilarang (haram). 

b) Tablig 

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan 

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa 

perbankan syariah dengan tidak hanya mengedepankan prinsip syariah 

saja namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai 

manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.  

c) Amanah 

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran 

dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga 

timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak 

pengelola dana investasi. 
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d) Fathonah 

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara 

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan 

maksimum dari tingkat resiko yang ditetapkan.  

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip GCG dalam perbankan 

syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di 

samping itu, juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga 

pada akhirnya didapatkan tata kelola bank yang baik juga tetap berjalan 

sesuai aturan atau ketentuan syariah. 

4. Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Menurut teori Adrian Sutedi,
53

 ada beberapa unsur-unsur dalam 

corporate governance yang bisa menjamin berfungsinya Good Corporate 

Governance yaitu: 

a. Corporate Governance – Internal Perusahaan 

Internal perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam 

perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan di dalam 

perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut sebagai berikut: 

1) Pemegang saham, 

2) Direksi,  

3) Dewan komisaris, 

4) Manajer, 

5) Karyawan atau serikat pekerja, 
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6) Sistem remunerasi berdasar kinerja, 

7) Komite audit 

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara 

lain yaitu: 

a) Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure), 

b) Transparansi, 

c) Accountability, 

d) Fairness, 

e) Aturan dari code of conduct.  

b. Corporate Governance – External Perusahaan 

Unsur–unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang 

selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan Corporate 

Governance – External Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar 

perusahaan adalah antara lain : 

1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, 

2) Investor, 

3) Institusi penyedia informasi, 

4) Akuntan public, 

5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, 

6) Pemberi pinjaman, 

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas. 

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan yaitu meliputi: 

a) Aturan dari code of conduct, 
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b) Fairness, 

c) Accountability, 

d) Jaminan hukum 

5. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam 

Islam memiliki konsep yang sangat lengkap dan komprehensip serta 

akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah yang menjadi tembok kokoh 

untuk tidak terperosok pada praktek illegal dan tidak jujur dalam amanah. 

Menurut teori Muqorabin dalam bukunya,
54

 Good Corporate Governance 

dalam islam mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Tauhid 

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran islam.
55

 Dalam 

Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafah pundamental 

dari ekonmi islam, sebagai firman Allah sebagai berikut: 

                          

                    

                    

         

Artinya:  

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: 

"Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang 

kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan 

kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan 
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kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, 

Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah 

Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang 

berserah diri.”(Q.S Az-Zumar:38)
56

 
 

Hal ini merupakan suatu bentuk kesyirikan. Dalam hakikatnya 

tauhid juga berarti penyerahan diri secara nyata kepada Allah SWT, 

baik secara ibadah maupun muamalat. Sehingga semua aktifitas yang 

selalu dilakukan untuk menciptakan pola kehidupan yang sesuai atas 

kehendak-Nya.
57

 

b. Taqwa dan Ridha 

Prinsip kedua dalam perspektif islam mengenai Good Corporate 

Governance menjadikan prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam 

dalam bentuk Taqwa dan Ridha kepada Allah SWT. Tata Kelola bisnis 

dalam Islam juga harus ditegakkan diataspondasi taqwa kepada Allah 

dan Ridha-Nya dalam Firman Allah SWT sebagai berikut: 

                       

                                 

       

Artinya:  

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas 

dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah 

orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, 

lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka 
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Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang 

yang zalim.”. (QS. At-Taubah: 109)
58

 
 

Dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT tidak 

akan memperbaiki amal perbuatan orang-orang yangmerusak serta 

apaapa yang telah diperbuat akan mendapatkan balasan yang sesuai 

dengan apa yang ia perbuat sebelumnya, maka bertaqwalah kepada 

Allah agar Allah meridhai setiap langkah yang diperbuat.
59

 

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan) 

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan 

perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak 

dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 

memenuhi segala kewajiban.
60

 

d. Kemashlahatan 

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan 

(kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqih 

mendefinisikannya sebagai sesuatu yang mengandung manfaat, 

kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan 

mufsadah. Imam Al-Ghozali menyimpulkan bahwa mashlahah adalah 

upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, 

yaitu:
61

 

1) Pemeliharaan agama (hafidzul-din) 
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Tafsir Surat At-Taubah ayat 109 (On-Line), dalam: https://muslim.or.id/28845- tafsir-az-
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2) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs) 

3) Pemeliharaan akal (hifhzun-„aql) 

4) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nassl) 

5) Pemeliharaan harta benda (hifhzun-maal). 

6. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)  

Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 perihal pelaksanaan GCG 

dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh 

Bank Syariah. Bobot penilaian GCGmerupakan penilaian terhadap 

manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank wajib 

melakukan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Penilaian 

setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah 

ditentukan oleh Bank Indonesia.  

Tabel 2.1 

Bobot Penilaian Good Corporate Governance (GCG) 

 

No. Faktor Bobot (%) 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris 

10,00% 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 20,00% 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10,00% 

4. Penanganan benturan kepentingan 10,00% 

5. Penerapan fungsi kepatuhan 5,00% 

6. Penerapan fungsi audit intern 5,00% 

7. Penerapan fungsi audit eksternal 5,00% 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 

pengendalian intern 

7,50% 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (Related 

party) dan penyediaan dana besar (Large exposures). 

7,50% 

10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 

bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan 

internal 

15,00% 

11. Rencana strategis bank 5,00% 

 Total  100% 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No: 9/ 12 / DPNP, 2020 
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Untuk melakukan pembobototan masing-masing faktor tersebut 

dengan mengunakan persentase pembobotan. Nilai akhir dari masing-

masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil 

peringkat dari masing-masing faktor. Penetapan nilai komposit dilakukan 

dengan menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor penilaian 

pelaksanaan GCG. Melakukan klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan 

GCG bank yang ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penjelasan Nilai Hasil Komposit atas Pelaksanaan Good Corporate 

Governance (GCG) 

 

Nilai Komposit Predikat 

Nilai < 1.5 Sangat Baik 

1.5 < Komposit < 2.5 Baik 

2.5 < Komposit < 3.5 Cukup Baik 

3.5 < Komposit 4.5 Kurang Baik 

4.5 < Komposit 5 Tidak Baik 

Sumber : Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP, 2020 

 

Bank melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu 

peringkat 1 sampai dengan 5, urutan peringkat faktor Good Corporate 

Governance (GCG) yaitu apabila angka yang di dapat lebih kecil 

mencerminkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang lebih 

baik dan sebaliknya jika angka yang di dapat besar maka penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) tidak baik.
62
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D. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Pengertian CSR 

Menurut Hadi dalam bukunya,
63

 Corporate Social Responsibility 

adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaanyang berjalan secara etis 

dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan 

kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal 

serta masyarakat luas. Menurut teori Busyra,
64

 CSR (Corporate Social 

Responsibility) adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan 

untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. 

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan 

untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi, 

perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan 

pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu 

memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat. CSR (Corporate 

Social Responsibility) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan 

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) 

berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan. 
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Menurut World Business Council for Sustainable Development, 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan 

oleh bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil 

meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas 

dan masyarakat pada umumnya.
65

 

Menurut teori Imam,
66

 Corporate Social Responsibility merupakan 

bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal (stakeholder) 

secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap menjamin keberadaan 

dan kelangsungan usaha perusahaan. Corporate Social Responsibility 

sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan 

preferensi stakeholder dalam melakukan pembangunan kualitas hidup 

yang lebih baik. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya 

Corporate Social Responsibility dengan stakeholder mampu membangun 

kualitas perusahaan agar lebih baik, membangun kelangsungan hidup 

perusahaan dari tahun ketahun dan mampu bersaing dengan Perbankan 

Syariah di Indonesia dalam kegiatan usahanya. 

Menurut teori Robinson dan Pearce,
67

 menyebutkan bahwa 

pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial mampu 

menciptakan penghematan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Laba merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang dapat diketahui 
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apabila laba dalam suatu perusahaan naik maka kinerja keuangan 

perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Sehingga setiap perusahaan 

mempunyai kepentingan dalam pencapaian laba juga mempunyai 

tanggung jawab social dalam hal meningkatkan kinerja keuangan yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Menurut teori Achmad Lamo Said,
68

 bahwa CSR tidak memberikan 

hasil secara keuangan dalam janga pendek dikarenakan program CSR 

hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center). Namun CSR akan 

memberikan hasil baik secara langsung ataupun tidak langsung pada 

keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila 

perusahaan melaksanakan program CSR perusahaan, maka akan terjamin 

dengan baik keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya 

program-program CSR dapat dijadikan sebagai investasi dan menjadi 

strategi bisnis bagi suatu perusahaan.  

Menurut teori Poerwanto dalam bukunya,
69

 tanggung jawab sosial 

adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang mencakup citra 

perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, 

loyalitas karyawan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan 

eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas social, ekonomi, dan 

budaya. 
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CSR merupakan program yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh 

Bank Syariah. Dengan menerapkan CSR perusahaan juga akan 

mendapatkan manfaat salah satunya, meningkatnya profitabilitas. Dimana, 

faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pengungkapan CSR 

dan ukuran perusahaan. Menurut Poerwanto, CSR dan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena 

perkembangan pelaksanaan CSR dan besarnya ukuran perusahaan 

dipercaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan maka dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.
70

 

Karena dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, maka akan memberikan nilai positif yaitu meningkatnya 

profitabilitas perusahaan.
71

 Unsur utama yang menjadi pertimbangan 

dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah kepedulian perusahaan 

terhadap kualitas baik profesionalisme maupun kehidupan seluruh tenaga 

kerja untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan. Kualitas 

dalam proses produksi serta produk yang dihasilkan merupakan tanggung 

jawab perusahaan kepada pelanggannya. Menurut teori Untung dalam 

bukunya,
72

 perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang 

berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga jenis 
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tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang dan dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan 

sekitar perusahaan itu berada, misalnya seperti melakukan kegiatan yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga 

lingkungan, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, 

sumbangan untuk pembangunan desa ataupun jenis kegiatan sosial 

laninnya yang berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat 

disekitar perusahaan. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab 

saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga 

jenis tanggung jawab tersebut mencakup: 

a. Economis responsibility (tangggung jawab ekonomis) 

Perusahaan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk 

menghasilkan laba secara optimal. Oleh karena itu, para pengelola 

perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi diantaranya kepada 

para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang 

menghasilkan laba.Laba tersebut sebagian akan dibagikan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk deviden dan sebagian laba lainnya 

merupakan saldo laba atau laba ditahan yang akan meningkatkan nilai 

dari suatu perusahaan. Selain memiliki tanggung jawab ekonomi 

kepada para pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung 
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jawab ekonomi kepada para kreditor yang telah menyediakan 

pinjaman bagi perusahaan. 

Dalam hal ini, pengelola memiliki tanggung jawab dalam bentuk 

menyisihkan sebagian kas perusahaan untuk membayar cicilan pokok 

pinjaman dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. Kegagalan 

perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi kepada para 

kreditur akan sangat mempengaruhi riwayat kredit perusahaan dan 

akan mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan.
73

 

b. Legal responsibility (tanggung jawab hukum) 

Meskipun perusahaan korporasi didirikan untuk menghasilkan 

laba, akan tetapi dalam melaksanakan operasinya, perusahaan 

korporasi harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Hukum dan 

peraturan dibuat agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan yang 

dimiliki masyarakat. Selain itu, hukum dan peraturan juga membantu 

menciptakan arena permainan bisnis yang relatif adil bagi semua 

pemain bisnis dalam suatu industri yang saling bersaing satu dengan 

lainnya. Tujuan penegakan hukum dan peraturan adalah agar suatu 

perusahaan tidak dirugikan oleh tindakan perusahaan lainnya. 

c. Social responsibility (tanggung jawab sosial) 

Tanggung jawab ketiga yang harus dijalankan perusahaan 

adalah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 
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responsibility atau CSR). Menurut Kotler dan Lee,
74

 memberikan 

penekanan pada kata discretionary yang berarti kegiatan Corporate 

Social Responsibility semata-mata merupakan komitmen perusahaan 

secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas, 

kesejahteraan lingkungan dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban 

membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang 

ketenagakerjaan. 

Kata discretionary juga memberikan nuansa bahwa perusahaan 

yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah 

manaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut berarti 

sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan 

hanya menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik 

perusahaan yang tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau 

melakukan berbagai kecurangan baik dalam pembuatan laporan 

keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup.
75

 

2. Keuntungan Penerapan CSR 

Menurut teori Lako dalam bukunya,
76

 ada beberapa keuntungan yang 

dapat diperoleh perusahaan apabila menerapkan CSR secara berkelanjutan, 

antara lain: 

a. Profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin menguat. 
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b. Akan meningkatkan nilai aset dan nilai saham karena masyarakat baik 

itu investor maupun nasabah akan lebih tertarik menggunakan produk 

maupun jasa perusahaan tersebut yang akan berdampak pula pada 

meningkatnya pangsa pasar produk atau jasa perusahaan. 

c. Produktifitas karyawan akan semakin meningkat sehingga berdampak 

positif pula pada peningkatan laba dan nilai perusahaan. 

d. Perusahaan dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kondusif 

karena perusahaan telah menjalin hubungan yang baik dengan 

komunitas sosial disekitarnya. 

e. Dalam jangka panjang perusahaan dapat memetik hasil dari program 

CSR yang akan berdampak positif pada peningkatan reputasi, 

corporate branding dan goodwill perusahaan. 

E. Kinerja Keuangan  

1. Pengertian Kinerja Keuangan  

Menurut teori Irham Fahmi dalam bukunya,
77

 kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan 

membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan 

ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP 

(General Accepted Accounting Principle), dan lainnya. Penilaian kinerja 

keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak 
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manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang 

dana dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Menurut teori Adenk Sudarwanto
78

, semakin ketatnya persaingan 

antara bank syariah, bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang 

baik, agar dapat bersaing dengan Perbankan nasional. Hal ini kinerja 

disuatu lembaga keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

operasional agar memaksimalkan kinerja dalam menghasilkan laba. Dalam 

memaksimalkan kinerja keuangan Perbankan Syariah sebaiknya 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate 

Social Responsibility (CSR). Hal itu merupakan suatu sistem pengelolaan 

perusahaan yang baik. Selain menerapkan GCG dan CSR, perlu 

meningkatkan total aset dengan menggunakan ukuran perusahaan yang 

dianalisis menggunakan laporan keuangan bank.  

Menurut teori Fenty Fauziah,
79

 kinerja keuangan dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk melihat prestasi perusahaan tersebut pada periode 

tertentu. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan margin keuntungan (Profit Margin), tingkat pengembalian 

aset (Return On Assets), tingkat pengembalian ekuitas (Return On Equity). 

Profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Return On Assets merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan total aset, rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai asetnya atau total asetnya. Sehingga, 

                                                           
78

Adenk Sudarwanto, Akuntansi Koperasi..., hal. 1 
79

Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan 

Kajian Empiris, (Kalimantan Timur: RV Pustaka Horizon, 2017), hal. 34-35 



60 
 

apabila total aset mengalami peningkatan maka ROA juga akan 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya laba bersih. 

Sedangkan menurut teori Susilo
80

, menyebutkan bahwa kinerja suatu 

bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan untuk memenuhi semua kewajiban dengan 

baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kinerja suatu bank 

merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh 

kegiatan usaha perbankan. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, 

kinerja keuangan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional 

dengan baik perlu memperhatikan peraturan yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha perbankan maka diperlukan kinerja keuangan. 

Menurut teori Fahmi,
81

 menyebutkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat 

diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah 

dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan 

kinerja keuangan dapat meningkatkan keberhasilan, meningkatkan kinerja, 

dan memperbaiki kinerja, selain itu mampu menilai seberapa jauh bank 
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dalam mencapai keberhasilan perusahaan dengan menggunakan analisis 

laporan keuangan.  

Menurut teori Jumingan dalam bukunya,
82

 kinerja bank secara 

keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya 

manusia. Jadi dari berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja 

keuangan bank adalah suatu gambaran yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan 

dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Perbankan Dalam menilai kinerja perbankan, dapat dilakukan 

dengan melihat laporan keuangannya. Investor dapat melakukan 

analisiskinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Penilaian ini 

menggunakan rasio Return On Asset. ROA merupakan salah satu rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio 

ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh 

dari seluruh aktiva yang dimiliki bank. Return On Asset adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 
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menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut.
83

 

Menurut teori Rivai dalam bukunya,
84

 ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. Informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan akan 

terlihat pada ROA karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang 

dihasilkan secara rata-rata dari Rp 1,00 asetnya. Menurut teori Darsono 

dan Ashari dalam bukunya,
85

 menjelaskan bahwa Return On Asset 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Rasio ini memberikan ukuran 

lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan manajemen 

dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan atau laba. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan 

rasio yang mampu menggambarkan kemampuan efisiensi bank dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan aset yang 

dimiliki. Menurut teori Frederick dalam bukunya,
86

 Hasil Pengembalian 

Investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau 

Return on Total Assets (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA 
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Mawar Rohmah,Pengaruh CAR,NPL, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

yang terdaftar di BEI 2008-2011, Skripsi, (Lampung: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 
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2013), hal. 480. 
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berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang 

dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva, 

sehingga akan memperbesar laba. Rumus untuk menghitung ROA yaitu:
87

 

Return on Assets (ROA) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  
𝑥 100% 

3. Teknik Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut teori Jumingan dalam bukunya,
88

 pengukuran kinerja 

digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan 

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis 

kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 

review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi 

solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja 

keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan 

tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi delapan macam, 

yaitu: 

a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan 

Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan 

keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik 

dalam jumlah (absolut) maupun dalam presentase (relatif)  

b. Analisis Tren (tendensi posisi) 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan 

keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 
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c. Analisis Presentase per Komponen (common size) 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun 

utang. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan 

penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab 

terjadinya perubahaan kas pada suatu periode waktu tetentu. 

f. Analisis Rasio Keuangan  

Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan 

diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara 

individu maupun secara simultan. Terdapat berbagai macam analisis 

rasio keuangan, antara lain:
89

 

1) Analisis Aset 

2) Analisis Likuidias, meliputi: 

a) Rasio Lancar 

b) Rasio Kas 

c) Rasio Cepat 

d) Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset 

3) Analisis Solvabilitas 
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4) Analisis Kewajiban (Leverage) 

a) Rasio Total Utang tehadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 

b) Rasio Total Utang tehadap Aset Modal 

c) Rasio Total Utang tehadap Pendapatan 

5) Analisis Ekuitas 

6) Analisis Profitabilitas  

a) Profit Margin 

b) Retun on Assets (ROA) 

c) Retun on investthent (ROI) 

d) Retun on Equity (ROE) 

e) Retun on Capital Employed (ROCE) 

f) Net Income  

7) Analisis Aktiva 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor 

Merupakan tekonik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-

sebab terjadinya perubahan laba. 

h. Analisis Break Even 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang 

harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
90

 

4. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut teori Munawir dalam bukunya,
91

 tujuan analisis kinerja 

keuangan dibagi menjadi 4 macam yaitu: 
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a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan pada saat 

ditagih.  

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuiditas baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu.  

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yag diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok 

hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden 

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan 

atau krisis keuangan. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan  

Dari berbagai penelitian sebelumnya, diperoleh kajian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut 
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antara lain: Firm Size, Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility. 

a. Firm Size 

Menurut Sri Nurul Fajri dalam penelitiannya,
92

 ukuran 

perusahaan adalah suatu cara yang dapat mengklasifikasi perusahaan 

dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga 

kerja, dan lain-lain. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka 

akan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan.  

b. Good Corporate Governance 

Menurut Kusuma dalam penelitiannya,
93

 menyatakan apabila 

Good Corporate Governance (GCG) tercapai, maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Penerapan GCG 

membawa manfaat besar bagi perusahaan. Perusahaan yang 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik akan 

memiliki kinerja yang baik pula. Hal ini karena manfaat GCGyakni 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, 

meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

c. Corporate Social Responsibility 
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Program CSR akan berdampak pada tumbuhnya persepsi di 

kalangan masyarakat karena perusahaan yang memiliki citra baik, 

produk dan jasanya bisa diterima khalayak dari pada perusahaan yang 

tidak memiliki citra. Citra perusahaan yang dibentuk tidak dapat 

direkayasa, karena citra akan datang dengan sendirinya dari upaya yang 

dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga komunikasi dan keterbukaan 

perusahaan merupakan salah satu faktor utama untuk medapat citra 

perusahaan yang positif.
94

 Dimana CSR tersebut juga akan dilaporkan 

dalam laporan tahunan yang akan mempengaruhi tingkat kualitas 

pengungkapan informasi laporan tahunan yang akan berujung pada 

penilaian kinerja perusahaan. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penyusunan karya ilmiah ini mengacu pada beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 3 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Dewi 

Santika 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Kecukupan Modal, 

Kualitas Aktiva 

Produktif Dan 

Likuiditas 

Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

1. Variabel 

bebas ukuran 

perusahaan 

2. Variabel 

terikat ROA 

1. Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

Regresi Linier 

Berganda 

2. Variabel bebas 

digunakan yaitu 

kecukupan 

modal, kualitas 

aktiva produktif 
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dan likuiditas 

Dinnul 

Alfian 

Akbar 

Analisis Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Kecukupan Modal, 

Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) 

Dan Likuiditas 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

1. Variabel 

bebas ukuran 

perusahaan 

2. Variabel 

terikat yaitu 

kinerja 

keuangan 

1. Variabel bebas 

yang digunakan 

yaitu kecukupan 

modal, kualitas 

aktiva produktif 

(KAP) dan 

likuiditas 
2. Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

Regresi Linier 

Berganda 

Bakti Sri 

Rahayu 

Pengaruh CAR, 

NPF, NIM, FDR 

dan Pengungkapan 

CSR Terhadap 

ROA Pada 

Perbankan Umum 

Syariah Di 

Indonesia Tahun 

2008-2012 

1. Variabel bebas 

CSR  

2. Variabel 

terikat kinerja 

keuangan  

 

1. Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

regresi berganda 

2. Variabel bebas 

yang digunakan 

yaitu CAR, NPF, 

NIM, dan FDR 

Angrum 

Pratiwi 

Pengaruh Kualitas 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) terhadap 

Kinerja Keuangan 

pada Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

1. Variabel bebas 

GCG  

2. Variabel 

terikat ROA. 

 

1. Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

regresi berganda 

Septiana 

Magdalena, 

Isna 

Yuningsih, 

dan Ibnu 

Abni 

Lahaya 

 

Pengaruh Firm 

Size dan GCG 

serta CSR terhadap 

Kinerja Keuangan 

pada Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

1. Variabel bebas 

yaitu  Firm 

Size, GCG dan 

CSR 
2. Variabel 

terikat yaitu 

ROA 

1. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian yaitu 

regresi berganda 

Rima Cahya 

Suwarno  

Pengaruh FDR, 

BOPO, CAR, 

NPF, Dan GCG 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia Periode 

2013-2017 

1. Variabel bebas 

yaitu GCG  

2. Variabe  

terikatyaitu 

kinerja 

keuangan 

(ROA). 

1. Variabel bebas 

yaitu FDR, BOPO, 

CAR dan NPF 
2. Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian yaitu 

regresi berganda 

Sagita Corporate Social 1. Variabel bebas 1. Metode 
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Wahyu 

Pratama, 

Tenny 

Badina dan 

Rita 

Rosiana 

Responsibility 

(CSR) Disclosures 

dan Kinerja 

Keuangan 

Perbankan Syariah 

di Indonesia 

yaitu CSR 

2. Variabel 

terikat yaitu 

kinerja 

keuangan 

(ROA). 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

regresi berganda 

Nur Inayah Analisis Pengaruh 

GCG, CAR dan 

DPK Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Bank Syariah 

Dengan Volume 

Pembiayaan 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

1. Variabel bebas 

menggunakan 

GCG 

2. Variabel 

terikat 

menggunakan 

kinerja 

keuangan 

(ROA) 

1. Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu 

Regresi Linier 

Berganda 

2. Variabel bebas 

yang digunakan 

yaitu CAR dan 

DPK 
 

Berikut ini hasil pemaparan dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Santika,
95

 yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, kualitas 

aktiva produktif dan likuiditas terhadap Return On Assets (ROA). 

Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda sehingga 

hasilnya dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan, kualitas 

aktiva produktif, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA, sedangkan variabel kecukupan modal berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ROA.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar,
96

 yang bertujuan 

untuk menganalisis Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan 
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Dewi Santika,Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva 

Produktif Dan Likuiditas Terhadap Return On Assets (ROA), Skripsi, (Makasar: Universitas 

Hasanuddin, 2012), hal. 94. 
96

Dinnul Alfian Akbar, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan”, Jurnal Ilmiah 

STIE MDP, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 78. 
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Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Terhadap Kinerja 

Keuangan. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier 

berganda yang hasilnya variabel ukuran perusahaan dan CAR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), sedangkan 

variabel Kualitas Aktiva Produktif dan likuiditas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bakti Sri Rahayu,
97

 yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan pengungkapan CSR 

terhadap ROA pada perbankan umum syariah di indonesia tahun 2008-

2012. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda 

sehingga hasilnya variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, 

variabel NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, variabel NIM 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh 

tidak signifikan terhadap ROA, dan variabel CSR berpengaruh signifikan 

terhadap ROA.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi,98 bertujuan untuk 

menganalisis Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance 

terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga 

hasilnya dapat diketahui bahwa variabel GCG berpengaruh positif 
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Bakti Sri Rahayu,Pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan Pengungkapan CSR Terhadap 

ROA Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2012, Tesis, (Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, 2014), hal. 97. 
98
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terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 73-74. 
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signifikan terhadap CAR, variabel GCG berpengaruh positif signifikan 

terhadap NPF, variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA, variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, 

variabel GCG tidak berpengaruh terhadap NIM, variabel GCG tidak 

berpengaruh terhadap FDR, variabel GCG berpengaruh positif signifikan 

terhadap BOPO.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan 

Ibnu Abni Lahaya,
99

 yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Firm 

Size dan GCG serta CSR terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi 

berganda sehingga hasilnya variabel total aset, proporsi Dewan Komisaris 

Independen, DPS, dan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA, sedangkan variabel jumlah karyawan, dan komite audit berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Cahya Suwarno,
100

 yang bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF, dan GCG terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah di indonesia periode 2013-

2017. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga 

hasilnya dapat diketahui bahwa variabel FDR, CAR, NPF dan GCG 
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Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya, “Pengaruh Firm Size dan 

GCG serta CSR terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia”,Jurnal 

Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 232. 
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Salatiga, 2018), hal. 111 
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berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sagita Wahyu Pratama, Tenny Badina dan 

Rita Rosiana,
101

 yang bertujuan untuk menganalisis Corporate Social 

Responsibility (CSR) Disclosures dan Kinerja Keuangan Perbankan 

Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi 

berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel Corporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA). 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Inayah,
102

 yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh GCG, CAR, dan DPK terhadap kinerja keuangan 

Bank Syariah di Indonesia dengan volume pembiayaan sebagai variabel 

moderasi. Penelitian tersebut menggunakan regresi data panel sehingga 

hasilnya GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan (ROA), CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA), dan sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

(ROA). 

 

 

                                                           
101
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G. Kerangka Konseptual 

 

 

 

H1 

 

 H2 

  

H3 

 

 H4 

Keterangan : 

1. H1 menjelaskan pengaruh Firm Size terhadap kinerja keuangan. Hal ini 

sesuai dengan teori Fenty Fauziah
103

 dan teori dari Brigham dan 

Houston
104

 . Hal ini didukung oleh penelitian Alfian
105

 dan Dewi
106

 

2. H2 menjelaskan pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Siamat
107

 dan Nur Sayidah
108

. Hal 

ini didukung oleh penelitian Inayah
109

, Rima
110

 dan Angrum Pratiwi
111

. 
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Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan 
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104
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105

Dinnul Alfian Akbar, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan”..., hal. 78. 
106

Dewi Santika, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva 
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107

Siamat, Manajeman Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan..., hal. 47 
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Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam 

Penelitian..., hal. 58. 

Firm Size  

(X1) 

Kinerja 

Keuangan: 

Return On Asset 

(Y) 

Good Corporate 

Governance 

(X2) 

Corporate Social 

Responsibility 

(X3) 
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3. H3 menjelaskan pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Robinson dan Pearce
112

, 

Poerwanto
113

 serta teori dari Achmad Lamo Said
114

. Hal ini didukung oleh 

penelitian Sagita dkk
115

 dan Bakti
116

. 

4. H4 menjelaskan pengaruh Firm Size, Good CorporateGovernance, 

Corporate Social Responsibility secara bersama-sama terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Adenk Sudarwanto117. Hal ini 

didukung oleh penelitian Septiana, Isna, dan Ibnu
118

 

H. Hipotesis Penelitian 

H1 : Diduga Firm Size atau ukuran perusahaan (X1) ada pengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA) 

H2 : Diduga Good Corporate Governance (X2) ada pengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA) 

H3 : Diduga Corporate Social Responsibility (X3) ada pengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA) 
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H4: Diduga Ukuran perusahaan (X1), Good Corporate Governance (X2), 

Corporate Social Responsibility (X3) ada pengaruh secara bersama-

sama terhadap kinerja keuangan (R 


